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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun ,11988gsa Indonesia
telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaaar® era keterbukaan ini,
masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibanglyagai warga negara dan
lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembaggg ysalah satunya

perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuanganbpada-badan pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakain safu bagian yang mengalami
perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32nT&2004 tentang
Pemerintah Daerah dan UU No0.33 Tahun 2004 tentamgnPangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahaKduallang-Undang tersebut
telah memberikan kewenangan lebih luas kepada paatedaerah. Kewenangan
dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam isexil sumber dana,

menentukan arah, tujuan dan target penggunaan r@mgga

Di sisi lain tuntutan transparansi daordkbilitas dalam sistem pemerintah
semakin meningkat pada era reformasi saat ini tieikecuali transparansi dalam
pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transpal@pet diartikan sebagai
suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahogade jelas semua
kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pertadr dalam menjalankan
fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. §kaarakuntabilitas dapat
diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah unteknpertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi nmeémcapai tujuan atau sasaran



yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Dadnahjibkan menyusun
laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sigkemtansi yang diatur
oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undangPgsaturan Pemerintah
yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daeradlar® Sistem Pemerintah
Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerjgdhea Keuangan Daerah
(SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPBpotan Keuangan SKPD
merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuang&KBKoleh karena itu

setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sehaigkin.

Transparansi atau akuntabilitas dapat diterangkalalm Teori Keagenan
(AgencyTheory) Dalam teori keagenan disebutkan bahwa senant&xdapat
perbedaan kepentingan antara principal dan agensydviazkat merupakan
principal yang memiliki hak sepenuhnya atas sejamtaimber daya yang
digunakan oleh pemerintah. Sedangkan pemerintdhngsi sebagai agen yang
mengemban amanah untuk memanfaatkan dan mendajagusamber daya
tersebut untuk kemaslahatan bersama. Oleh kanemaiticipal perlu mengetahui
dan mengendalikan tindakan agen agar tetap sejdEgan kepentingan
principal.

Oleh sebab itu akuntansi keuangan daerah memegeanaggn penting
dalam perbaikan manajemen keuangan daerah. Selzagairkita ketahui
akuntansi keungan daerah berfungsi menghasilkatput berupa laporan
keuangan yang akan menjadi dasar bagi penilaiagrjipemerintah itu sendiri
maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengamerintah daerah

(stakeholderpemerintah daerah).



Selama ini pelaporan keuangan pemerintah, baik udatpmaupun di
daerah terkesan belum memenuhi kebutuhan inforpeasakaianya. Kurangnya
informasi yang dihasilkan mengakibatkan pemerintitlak mempunyai
manajerial yang baik dan tidak bisa mewujudkansparansi dan akuntabilitas
yang sesuai dengan harapan masyarakastd&eholdersainnya.

Hal ini terjadi karena pengelolaan keuangan pertadriselama ini masih
mengadopsindsche ComtabiliteitswélCW) yang diwarisi dari kolonial Belanda.
Metode lama ini menggunakan sistem tata buku tun¢ggagle entry dengan
basis kasdash basissehingga lebih tepat disebut pembukuan yang hbagen
kecil dari akuntansi. Penggunaan metode pencattgbe entrykurang bagus
untunk pelaporan (kurang memudahkan penyusunarral@paan sulit untuk
menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi sertdouaé laporan keuangan
yang dihasilkan sulit diperiksa kebenarannya (tigaditable.

Dalam rangka melanjutkan reformasi dibidang pengato keuangan
daerah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan riteaine(PP) No. 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawabaangan Daerah. PP ini
menginstruksikan pemerintah daerah agar segera us@nydan menerapkan
sistem akuntansi untuk mencatat dan melaporkamsakasn keuangannya. PP ini
selanjutnya terus diperbaharui dengan di kelua@rfdP No. 58 tahun 2005
tentang pengelolaan keuangan daerah. Menteri Dalageri (Mendagri) juga
telah menerbitkan Peraturan No. 13 Tahun 2006 yaremuat pedoman
pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah ldadiedur dengan

peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacla gastoman umum Sistem



Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem AksnRemerintahan diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berk@midiengan Menteri Dalam
Negeri. Salah satunya adalah Permendagri No. 18nTa006.

Permendagri No. 13 tahun 2006 ini merupakan penyemagn dari
Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang memuat pedonsamd penerapan
Sistem Akuntansi Keungan Daerah (SAKD). SAKD mekapapenyempurnaan
dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebeluntiymna SAKD sudah
menggunakan metode pencatatknuble entrydengan sistem akuntansi berbasis
kas modifikasian yang mengarah kepada basis ataoetual basiy Disamping
itu penerapan SAKD juga ditempatkan dalam upayacaypa komputerisasi
dalam organisasi pemerintah. Penerapan SAKD dikarapkan menghasilkan
catatan dan laporan atas transaksi keuangan ygadi tgalam organisasi (entitas)
pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat denpkehensif, sehingga dapat
memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemalegioran keuangan
tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri NomormraBun 2002,
pemerintah daerah sudah harus menerapkan SAKD tahlan 2003. Keputusan
ini di perkuat dengan keluarnya Permendagri Notah®in 2006 yang kemudian
disempurnakan dengan Permendagri No. 59 tahun &0 memuat perubahan
atas Permendagri No. 13 tahun 2006. Untuk menenaplsdem ini diperlukan
tenaga staf keuangan yang mampu melaksanakan pesestatan akuntansi dan
mampu menyusun format laporan keuangan yang bgpertsesesuai yang

diharapkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006lats



Namun, penerapan SAKD bisa saja mengalami hamb@ddankendala
akibat ketidaksesuaian penerapan SAKD oleh apamaepntah daerah. Artikel-
artikel yang penulis baca banyak menyatakan bahsveerapan SAKD belum
berlangsung optimal sebagaimana yang diharapkarelipan sebelumnya yang
dilakukan olehNofri Melsi (2006) yang berjudul Analisa Penerapan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerdbupidten Padang
Pariaman, menyimpulkan bahwa penerapan SAKD paztada kabupaten
pariaman berjalan cukup baik dengan skor rata-fdtd2%. Pada penelitian
terdahulu ini analisanya dilakukan terhadap appeatda dengan menggunakan
kuesioner.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkaadi Penulis merasa
tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjutteng penerapan SAKD ini pada
salah satu SKPD atau entitas akuntansi pada Perta Radang yaitu pada
Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang. Penelitiggeimulis wujudkan dalam
sebuah skripsi yang berjudtAnalisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang”.

1.2 Pembatasan Masalah

Dalam menganalisa penerapan SAKD pada Badan Kepémavdaerah
Kota Padang ini, penelitian lebih di fokuskan pgd#smerapan sistem akuntansi
yang dimulai dari pencatatan bukti transaksi keubjknal hingga penyusunan
dan penyampaian laporan keuangan kepada stakehoReneliti menganalisa
dari elemen laporan keuangan serta kegiatan dokasiewman tata usaha

keuangan lainnya yang mendukung penerapan SAKDabarklan Permendagri



No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun.2B@@erapan prosedur
pendukung SAKD seperti prosedur penerimaan dangbesm@n kas, prosedur

akuntansi aset, prosedur akuntansi selain kas hdibhghas sepintas saja.

1.3 Perumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berik

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daesda Badan
Kepegawaian Daerah Kota Padang sudah sesuai deegarendagri No.
13 Tahun 2006 dan No. 59 Tahun 2007?

2. Apakah sistem pencatatan dan basis akuntansi kemadgerah pada
Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sudah sesemgard
Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 59 Tahun2007

3. Apakah penerapan siklus akuntansi keuangan daeeta Badan
Kepegawaian Daerah Kota Padang sudah sesuai deegarendagri No.

13 Tahun 2006 dan No. 59 Tahun 2007?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
a) Tujuan Pendlitian
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adal
1) Untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem alsiurkauangan
daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padamgarde

Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 59 Tahun.2007



BAB IV

ISI DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan K epegawaian Daer ah Kota Padang

Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang merupakan safa Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang kepegawdiafota Padang. Badan
Kepegawaian Daerah bertindak sebagai Lembaga § €agrah yang membantu
Walikota selaku Pembina Kepegawaian di Daerah Keaalang. Tugas dan
tanggungjawab Badan Kepegawaian Daerah adalah da@mPembinaan,
Pelayanan dan Pengembangan Pegawai Negeri SipiblDdENSD), sekaligus
sangat berpengaruh kepada Peningkatan Kinerja paRemerintah Kota
PadangHal ini sesuai dengan Visi Badan Kepegawaian Da&mta Padang,
yaitu ” Terwujudnya SDM Pemerintah Daerah Kota Padang yarberkualitas
melalui pengembangan dan pembinaan kepegawaian sgqaofessional tahun

2014 .

Adapun dalam mewujudkan visi di atas, misi yangmban oleh seluruh

jajaran aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kotangaatialah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan rekruitmegayai.
2. Melakukan upaya penataan pegawai.

3. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pegawai.
4. Meningkatkan disiplin pegawai.

5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pegawa

7. Menyelenggarakan dan memelihara data dan inforkeg&gawaian.
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakuldiperoleh kesimpulan

sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah padaB&pegawaian
Daerah Kota Padang telah sesuai dengan ketentumntgedapat dalam
Permendagri No. 13 Tahun 2006.

2. Penerapan sistem pencatatan dan basis kas pada Kaga&gawaian
Daerah telah sesuai dengan ketentuan yang ter@ebatn Permendagri
no. 13 tahun 2006. Namun belum mengikuti standag yalah ditetapkan
dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang menetapkan untakguoneakan basis
akrual atau basis akrual modifikasian.

3. Penerapan siklus akuntansi pada Badan Kepegawakara Kota Padang
telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetagemua tahap siklus
telah dijalankan dengan baik. Begitu juga dengatengkapan item
laporan keuangannya telah sesuai dengan ketentapardn keuangan
SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggarmderaca, dan Catatan
Atas Laporan Keuangan. Pencatatan dan penggoldangiasaksi berasal
dari bukti-bukti pembukuan, yang selanjutnya dica@am buku jurnal.
Untuk transaksi-transaksi yang sama, dicatat dddaku jurnal khusus.
Transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan dig&kmgdalam buku

jurnal, setiap bulan atau periode yang lain akamgkas dan dibukukan



dalam rekening-rekening buku besar. Data akuntgaisg telah dicatat
dalam rekening buku besar tersebut disajikan dabemmtuk laporan
keuangan yaitu laporan realisasi anggaran , nel@tc&atatan atas laporan

keuangan.

5.2 Keterbatasan Pendlitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan peaalifiang mungkin akan

mempengaruhi hasil akhir penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian hanya dilakukan pada SKPD saja, sehinggaerapan
pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permenbttagar 13 Tahun
2006 belum sepenuhnya dapat di analisa oleh penulis

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel sistemcaatan, basis
akuntansi dan siklus akuntansi keuangan daerah mitefermendagri
Nomor 13 Tahun 2006, sehingga terdapat keterbatassmgambilan
kesimpulan mengenai penerapan sistem akuntansingana daerah
berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tdrsekeh karena itu
untuk penelitian lebih selanjutnya untuk menambahabel lain dalam

menganalisa penerapan sistem akuntansi keuangeahdaie

5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melakukaniganehi antara lain :

1. Untuk Penelitian lebih lanjut diharapkan untuk mabah studi kasus

pada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, sehinggeatd



menganalisa kesesuaian transaksi dan juga keleagkbpkti dalam
penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Diharapkan kepada Badan Kepegawaian Daerah uribitk tieliti dalam
pembuatan jurnal, karena jurnal merupakan salahlssgian terpenting
dalam siklus akuntansi. Selain itu juga diharapkagar dapat
mengoptimalkan penggunaan kode rekening untuk mahkach
pengklasifikasian dan juga pada saat pencatatdain3& penggunaan
kode rekening juga memudahkan pemakai laporan keuaruntuk

menganalisa laporan keuangan dalam pengambilariussmu
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